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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINS! SULAWES] UTARA TENTANG PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL
QURAN AS - SUNNAH MOTOBOI KECIL KOTA KOTAMOBAGU

Membenkan i1zin operasional pendinian Madrasah  kepada
Raudhatul Atthal sebagiimana tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian ndak terpisahkan darn keputusan ini.
Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah  vang
bersangkutan wajib ;

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Atfhal
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
vang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta
didik, pelaksanasn kurtkulum, pelaksanaan pemenuhan
standar sarana prasarang dan pelaksanaan pemenuhan
standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaltaran wvisitasi akteditasi BAP Paud/RA
kepada BAP Paud dan PNF sesum Ketentuan peraturan
perundang-undangan

Dalaum hal perkembangan Raudhatul Atthal sebagnmana di
maksud dalam Diktum KEDUA hurufl a dinilai memenuhi
standar pelayvanan minimal penvelengearaan  pendidikan
dan/atau  hasil akreditasi sebagaimana  dimaksud Ditum
KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, muaka izin
operasional schagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Atfhal sebagmmana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi
standar  pelavanan mimmaol  penvelengearaan  pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud  [Dktum
KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka
izin  operasional  sebagaimana  dimaksud  dalam  Diktum
KESATU di cabut.

keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan,

Ditetapkan di : Manado
Pada Tangegal - 2_{. Januari 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
REMENTERIAN AGAMA
EOVING SULAWESI UTARA
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINS] SULAWESI UTARA
NOMOR %! TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN [IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

RAUDHATUL ATHFAL AL QUR'AN AS-SUNNAH MOTOBO! KECIL

Menimbang

Menmnpeat

L.

KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINS[ SULAWES] UTARA

bihwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 avat (2)
Preraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenggira Pendidiknn Madrasah, perlu membenkan @n
operasional terhadap Raudhatul Athful Swasta di hingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Agami Provinsi Sulawes: Utara,
bahwa dalam  rangka memngkatkan akses  pendidikan
madrasah vang bermulii, perlu memberikan  kesempatan
masyarakat melalw  organisasi  berbadan  hukum untuk
menvelengearakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

bahwa Raudhatul Athfal vang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan  administratif,
teknis, dan kelayonkan vang telah di tetapkan;

hahwa berdasarkan perumbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, b, ¢ di atas, perlu menetiapkan keputusan
hepala hantor Wilavah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi
Utiran fentang Pemberian lzin Operasional Pendirian Raudhatul
Athfal Al Qur'an As Sunnuh Motoboi Kecil Rota hotamobagu

Undang - undang Nomer 20 Tahun 2003 1wentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomar 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301),

Undang — undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4386);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lemburan Republik Indanesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimann telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1Y Tuhun 2005
tentane  Standar  Nasional Pendidikan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410},
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Pernturnn Pemernintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar  Pendidikan  Dasar  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4861);

Peruturan Pemenntan Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864,

Pernturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1);

Peraturan Pemernntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penvelenpeurnan Pendidikan  (Lembaran
Negara Republik [ndonesm Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lemburan Negara Nhegara Repubbk Indonesia Nomor 5150
scbagatmana telah di ubah dengan PFeraturan Pemenintah
Nomaor 66 Tahun 2010 tentang Pernturan atas Peraturnn
Pemerintan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Pengeloluan  dan  Penvelengearaan  Pendwdikan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Standar Sarana dan  Prusarana untuk
Sekolah/Madrasah Ibtidaivah, Sekolah Menengan
Pertama/Madrasah Tsanawiyvah dan Seckolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah;

Peraturan Menten Pendidikan Nastonal Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayvanan  Mimimal  Pendidikan  di
Rabupaten/kota Sehagaimana telah ci ubah menjadi Peraturan
Mentenn Pendidikan dan kKebudavaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang perubahan atas Peraturan Mentert Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayvanan Minimal
Pendidikan di kabupaten/kota,

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penpawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Seckolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206} sebagrimana telah di ubah denpgan Peraturan
Menterni Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas dun Penpauwas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
[Beritn Negara Republik Indonesin Tahun 2013 Nomor 684,
Peraturan Mentern Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Organisas: dan Tata Kera Instansi Vertikal Kementenan
Agama;

Peraturan Menteri Agama 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenggaraan pendidikan Madrasah [Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menterm Agpama Nomor ol Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Mentern Agama Nomor 90
Tahun 2013 tentang Penvelenggaraan Pendidikan Madrasah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
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